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ABSTRAK

M. Arfan Sa’idi. NIM : 1117043. Ratio Legis Perubahan Norma Alasan
Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pembimbing : Dr.
Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Alasan-alasan perceraian yang diajukan secara umum mengacu
pada pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam Pasal 116, Hakim perlu menggali akar permasalahan, Mahkamah
Agung memberikan pedoman alasan dapat dikabulkannya perceraian
melalui SEMA yang terakhir diubah dalam SEMA No 3 Tahun 2023.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ratiolegis perubahan
norma dari SEMA sebelumnya, dan bagaimana akibat hukum dari
perubahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penulis
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yang mana dalam
penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,
teknik pengumpulan data dengan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan
yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah ratiolegis perubahan tersebut
mengacu pada asas mempersukar perceraian dan perlindungan bagi
korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA no 3
tahun 2023 adalah hakim tetap harus meneliti bukti secara menyeluruh,
merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai
prinsip keadilan. Dengan adanya pengecualian unsur KDRT sebagai opsi
dikabulkannya perceraian dengan alasan perceraian karena perselisihan
dan pertengkaran, maka hakim harus dapat memeriksa bukti-bukti yang
dianggap menyakinkan telah terjadi kasus KDRT.

Keyword : Perubahan Norma, Akibat Hukum, Perceraian
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ABSTRACT

M. Arfan Sa'idi. NIM: 1117043. Ratio Legis Of Changes in the Norm of
Reasons for Continuous Disputes and Quarrels in Supreme Court
Circular Letter Number 3 of 2023. Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H.,
M.H.

The reasons for divorce that are submitted generally refer to
article 39 of law number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law
Article 116, Judges need to explore the root of the problem, the Supreme
Court provides guidelines for the reasons for granting divorce through
SEMA which was last amended in SEMA No. 3 of 2023. The purpose of
this research is to find out the ratiolegis of norm changes from the
previous SEMA, and how the legal consequences of these changes.

The method used in this research is the author uses a normative
juridical approach method. Which in this normative research uses a
statutory approach, data collection techniques by searching for
regulations and also related literature on the issues studied.

The result of this research is that the ratiolegis of the changes
refers to the principle of making divorce easier and protection for victims
of domestic violence in accordance with Law No. 23 of 2004 concerning
the Elimination of Domestic Violence. The legal consequences of the
changes in the norms of the grounds for divorce in SEMA No. 3 of 2023
are that judges must still examine the evidence thoroughly, refer to the
applicable regulations, and ensure that the decision is in accordance with
the principles of justice. With the exclusion of the element of domestic
violence as an option for granting divorce on the grounds of divorce due
to disputes and quarrels, the judge must be able to examine evidence that
is considered convincing that a case of domestic violence has occurred.

Keywords: Norm Change, Legal Effects, Divorce
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan manusia yang
saling mencintai dengan tujuan membangun keluarga sakinah,
mawaddah, warahmah. Mengingat perkawinan mempunyai tujuan
yang mulia hendaknya harus dijaga dan dirawat agar tujuan
perkawinan tersebut dapat tercapai.

Namun seiring berjalannya waktu terjadi dinamika dalam
hubungan perkawinan yang menyebabkan kondisi rumah tangga tidak
berjalan dengan mulus. Permasalahan yang timbul dalam rumah
tangga dapat disebabkan karena adanya tekanan-tekakan dari pihak
internal baik itu dari pihak keluarga istri atau suami, bisa juga dari
pihak eksternal di luar hubungan keluarga ke duanya yang
menyebabkan ketidak harmonisan di antara keduanya. Perselisihan
dan kesalahpahaman di antara pasangan suami istri yang kerap terjadi
dapat berdampak terhadap kelanggengan rumah tangga.*

Menurut George Levinger setidaknya ada 12 penyebab
terjadinya permasalahan dalam rumah tangga dilihat dari sosiologis

masyarakat, yaitu:?

! Siti Nurkhaerah, Hamiyuddin, “Faktor-Faktor Pereraian Pada Masyarakat
Muslim Kota Palu (Analisis Sosiologis), Qaumiyyah : Jurnal Hukum Tata Negara
(2017) : 80

% William J.Goode, Sosiologi Keluarga, Cet. | (Bandung: Bumi Aksara, 2009),
h.62  * William J.Goode, Sosiologi Keluarga, Cet. | (Bandung: Bumi Aksara, 2009),
h.62  *Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Cet 1



1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap
rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak
adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.

2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima
untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).

3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.

4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata
kasar serta menyakitkan.

5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah
dengan orang lain.

6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan
pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak
melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.

7. Sering mabuk.

8. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari
pihak kerabat pasangannya.

9. Seringnya  muncul  kecurigaan,  kecemburuan  serta
ketidakpercayaan dari pasangannya.

10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi,
kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan

11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga
pasangannya menjadi tidak sabar

12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.
Menangani masalah tersebut, Islam telah ~membuka

kemungkinan untuk menempuh jalur perceraian baik dengan jalan

talak atau melalui fasakh. Hal ini pun harus disadari sebagai jalan



terbaik bagi kedua pihak karena memaksakan sebuah kebahagian
hanya akan mendatangkan penderitaan.® Tidak dapat dipungkiri dalam
suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam keadaan
seimbang, namun juga terkadang mengalami kegoncangan di
dalamnya.*

Sebagian perselisihan tersebut dapat terselesaikan dengan
jalan damai, namun banyak juga yang tidak menemukan titik temu
sehingga perselisihan tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti
ini islam membukakan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai, karena
Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga
meninggal dunia, agar suami isteri sama-sama dapat mewujudkan
rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang
dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang
baik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal

sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-

isteri). Dan mereka (isteriisterimu) telah mengambil perjanjian

yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri secara adil dan
makruf dan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawadah, dan rahmah. Karena biasanya penyebab ketidaknyamanan

rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban

3Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Cet 1

(Jakarta: Amzah, 2010), h. 330

153

* Geogrge Ritzer, Teori Sosiologi Modern, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2008), h.

® Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. X (Bandung: CV.

Diponegoro, 2006), h. 105



suami isteri secara adil dan makruf, baik hak dan kewajiban yang
bersifat materil maupun hak dan kewajiban yang bersifat immaterial.
Bahwa kematangan emosional dari suami isteri juga ikut terpengaruh
terhadap kenyaman an, keserasian, dan ketentaraman dalam rumah
tangga. Dua hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya
perperkaraan atau perselisihan yang mengarah pada putusnya
perkawinan (perceraian).’

Dalam hukum islam, perihal perceraian dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu : Talak (inisiatif perceraian yang datangnya dari
pihak suami), khuluk (inisiatif perceraian yang datangnya dari pihak
istri), dan fasakh (perceraian berdasarkan putusan pengadilan).’
Perceraian dari inisitif suami disebut dengan talak karena menurut
hukum islam kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian berada
di tangan suami. Namun seorang istri tetap memiliki hak untuk
mengajukan permohonan perceraian yaitu dengan jalan khuluk. ®

Menurut penjalasan di atas, suami mempunyai hak secara
mutlak dapat menjatuhkan talak kepada istrinya untuk menyatakan
perceraian. Namun berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan

Agama Kajen Tahun 2023 angka perkara perceraian atas inisiatif istri

® Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional, Cet. | (Jakarta: Pernada Media Group, 2009), hh. 180-181.

" Supriatna, Dkk., Figih Munakahat 11, (Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008),
hh. 16-17

8 Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga
Muslim, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 205



atau cerai gugat lebih tinggi daripada angka perceraian atas inisiatif
suami atau cerai talak.’

Dalam mengajukan perkara cerai, alasan-alasan yang
digunakan vyaitu: perselingkuhan/zina, mabuk, madat/narkoba judi,
meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT,
cacat badan, perselisihan/pertengkaran, kawin paksa, murtad,
ekonomi.*

Apabila mengacu terhadap alasan-alasan terjadinya perceraian,
semuanya dapat dikategorikan sebagian dari tidak dapat
ditegakkannya kembali keutuhan rumah tangga. Misal dalam sebuah
rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dapat
menandakan adanya masalah mendalam dalam hubungan
pernikahan.**

Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat
didamaikan rumah tangganya sudah tidak sejalan dengan tujuan dari
pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah mawadah, dan
jika diteruskan dapat mendatangkan mudarat yang lebih besar
sehingga perceraian adalah solusi jika perdamaian tidak lagi dapat

dicapai.

%Pengadilan Agama Kajen, “LAPTAH 20237, Https://Pa-
Kajen.Go.ld/Main/Transparansi-Keterbuaan/Laporan/Laporan-Tahunan, (Diakses 21
Januari 2024), h. 14

Opengadilan Agama Kajen, “LAPTAH 20237, Https://Pa-
Kajen.Go.ld/Main/Transparansi-Keterbuaan/Laporan/Laporan-Tahunan, L, (Diakses 21
Januari 2024,) h. 16

11 Safira Purnama Sari, “Perselisinan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab
Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai
Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)”, Skripsi (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2021), h
37
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https://pa-kajen.go.id/main/transparansi-keterbuaan/laporan/laporan-tahunan
https://pa-kajen.go.id/main/transparansi-keterbuaan/laporan/laporan-tahunan

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor
utama penyebab perceraian di Kabupaten Kampar sepanjang paruh
kedua tahun 2023. Jumlahnya mencapai 383 kasus atau setara 78,54%
dari total faktor penyebab kasus perceraian. Penyebab lain terjadinya
perceraian karena faktor meninggalkan salah satu pihak, dihukum
penjara, murtad, dan karena cacat fisik.?

Alasan-alasan tersebut dapat digunakan dalam hal cerai gugat
maupun cerai talak dengan ketentuan bahwa perceraian harus
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, maka dapat
disimpulkan ~ bahwa  meskipun undang-undang perkawinan
membolehkan perceraian, namun undang-undang tidak membolehkan
begitu saja terjadinya perceraian tanpa alasan yang kuat. Dengan kata
lain undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian,
hal ini disebabkan karena tujuan perkawinan itu sendiri pada dasarnya
untuk selama-lamanya.™

Namun tentunya tidak semua gugatan cerai dapat dikabulkn
begitu saja oleh Pengadilan.* Pengadilan tentunya memiliki berbagai
pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah suatu gugatan

dapat dikabulkan, ditolak, atau diterima.

12 pA Bangkinang, “Paruh Kedua Tahun 2023 : Pertengkaran Terus Menerus
Masih Menjadi Faktor Uatama Penyebab Perceraian Di Kabupaten Kampar”,
https://www.pta-pekanbaru.go.id/26270/paruh-kedua-tahun-2023-pertengkaran-terus-
menerus-masih-menjadi-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-kabupaten-kampar.html
diakses 8 Juli 2024

3 Safira Purnama Sari, “Perselisinan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab
Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai
Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli), Skripsi (Aceh : UIN Ar-Raniry, 2021), h 38

4 Ngainurrofik, Karakteristik Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan Di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019-2021, (Yogyakarta : UIN SUKA 2023), h 3



Dikawatirkan adanya ketimpangan putusan hakim antara
pegadilan satu dengan yang lain terhadap kasus yang serupa, maka
Mahkamah Agung menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan
Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian
dirubah kedalam Keputusan KMA Nomor 57/KM/IV/2016 dalam
rangka menciptakan harmonisasi dan singkronisasi yang lebih baik di
lingkungan Mahkamah Agung.

Instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan
konsistensi putusan, Mahkamah Agung RI lewat sistem rapat pleno
kamar membahas permasalahan hukum yang potensial menimbulkan
disparitas putusan dan menyepakati penyelesaian hukumnya.
Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tersebut menjadi acuan
dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa, baik
dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung maupun pada
pengadilan tingkat pertama dan banding yang di sah kan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA)."

SEMA vyang berkaitan dengan rumusan hukum alasan
perceraian sudah beberapa kali di edarkan Mahkamah Agung, namun
masih terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus
perkara dengan isu yang sama.

Sebagai contoh di dalam putusan nomor
82/Pdt.G/2013/PA.Mrb pada duduk perkara bahwa sejak desember
2010 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

15 Asep Nursobah, “Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar
20237, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan-
hukum-hasil-kesepakatan-pleno-kamar-2023, (diakses 26 juni 2024)



disebabkan orang tua Tergugat memarahi Penggugat yang turut
campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat
diam saja tidak membela Penggugat, padahal Penggugat tidak ada
kesalahan terhadap orang tua Tergugat. Puncaknya disebabkan
Tergugat mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat yang
mengatakan "kamu bodoh", setelah kejadian tersebut Penggugat
pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan sepengetahuan
Tergugat hingga berpisah sampai sekarang 4 bulan lamanya, yang
kemudian di putus dengan amar putusan menolak gugatan
penggugat.®®

Kemudian putusan nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg pada
duduk perkara dijelaskan bahwa sejak bulan juli tahun 2023 antara
Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan termohon menjalin hubungan dengan
banyak pria lain, serta termohon merasa kurang terhadap nafkah yang
telah diberikan olen pemohon bahwa akibat perselisihan dan
pertengkaran tersebut pada akhir bulan Agustus tahun 2023, termohon
pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua
termohon selama 4 bulan, yamg kemudian di putus dengan amar
putusan mengabulkan permohonan pemohon.’

Dari dua contoh putusan di atas menunjukkan hasil yang
berbeda dengan isu hukum yang hampir sama yaitu perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang kemudian

berpisah tempat tinggal sebelum 6 bulan.

16 pytusan Pengadilan Marabahan No 82/Pdt.G/2013/PA.Mrb
7 putusan Pengadilan Agama Malang nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terbaru yang di
dalamnya terdapat isu hukum mengenai alasan perceraian dan pisah
tempat tinggal 6 bulan adalah SEMA No 3 Tahun 2023. Dalam
SEMA No 1 Tahun 2022 juga terdapat isu hukum yang sama
mengenai alasan alasan perceraian dan pisah tempat tinggal 6 bulan,
hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa diubah?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Ratio Legis Perubahan Norma
Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”

B. Rumusan masalah
1. Bagaimana ratio legis perubahan norma alasan perceraian
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran
mahkamah agung nomor 3 tahun 2023?
2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran

mahkamah agung nomor 3 tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan ratio legis perubahan norma alasan perceraian
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran
mahkamah agung nomor 3 tahun 2023.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum atas perubahan norma alasan
perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023.
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D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi baru, khususnya terhadap kajian tentang
ratiolegis perubahan norma. Dan hasil penelitian ini diharapkan
mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang
terkait.

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi
pedoman kesadaran hukum masyarakat mengenai adanya ketentuan
baru dalam hal alasan perceraian terutama dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran. Dan hasil penlitian ini dapat digunakan oleh

instansi maupun praktisi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan literasi
terkait hukum perkawinan di Indonesia, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta menggali beberapa informassi dari
penelitian-penelitian  sebelumnya sebagai bahan perbandingan.
Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penulis angkat
antara lain:

Thesis yang ditulis oleh Muhammad Nafis yang berjudul
“Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Usia Kawin (Studi
Komparatif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi
Hukum Islam)®®, yang ditulis pada tahun 2021. Hasil dari penelitian

tersebut yang berkaitdan dengan judul penulis adalah menunjukan

18 Muhammad Nafis, “Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Usia Kawin (Studi
Komparatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis
(Malang : UIN Malang 2021), 17
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bahwa lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 merupakan
bentuk ketidak percayaan atau keresahan masyarakat akibat
banyaknya praktek nikah muda sehingga dilakukan perubahan
terhadap batasan usia perkawinan yang difaktori secara filosofis,
sosiologis, dan yuridis. Perbedaan dengan judul penulis adalah objek
penelitian yang mana penulis meneliti tentang ratio legis perubahan
norma alasan perceraian.

Skripsi  Muhamad Chotami Febriansyah yang berjudul
“Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan Pisah tempat
tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023

»19

(studi di pengadilan agama kabupaten malang) =, yang ditulis pada
tahun 2024. Hasil dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan judul
penulis adalah bahwa SEMA penting sebagai panduan hakim dalam
menangani perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjaga
keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah tempat tinggal
minimal enam bulan untuk memastikan pernikahan gagal dan tak ada
harapan rujuk.. Perbedaan dengan judul penulis ada pada metode
penelitian dan fokus penelitian, skripsi tersebut menggunakan yuridis
empiris dan berfokus pada pendapat hakim, sedangkan penulis
menggunakan metode yuridis normatif, dan fokus pada perubahan
norma Surat Edaran Mahkamah Agung.

Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Ilham Azizul Haq,

Yasniwati, dan Yaswirman yang berjudul “Penyelesaian Sengketa

9 Muhamad Chotami Febriansyah yang berjudul “Putusan perkara perceraian
karena perselisihan dan Pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA
nomor 3 tahun 2023 (studi di pengadilan agama kabupaten malang)”, Skripsi, (Malang :
UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024)



12

Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor
1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Ahama Nomor
492/Pdt.G/2023/PA.Pn)®, yang publish pada 15 januari 2024. Dalam
penelitian tersebut menjelaskan bahwa alasan perceraian karena
perselisihan terus menerus dan pertengkaran dalam SEMA No. 2
Tahun 2022 tidak muncul begitu saja melainkan melalui proses yang
panjang, berbeda dengan SEMA No. 4 Tahun 2014 yang hanya
memberikan sejumlah indicator sebagai petunjuk kondisi rumah
tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan berbeda dengan
SEMA No. 3 Tahun 2018 yang memberikan petunjuk kepada hakim
untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili
perkara perceraian, SEMA No 1 Tahun 2022 mempertegas pasal 39
ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang mana memudahkan
hakim menggali akar permasalahan perceraian dengan alasan
perselisihan terus menerus dan pertengkaran.

Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Kamil Ardiyansyah yang
berjudul “Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi
Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia”,** yang dipublish
tahun 2020. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembaruan
hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum

acara perdata di Indonesia adalah melalui putusan pengadilan,

20 Muhammad Ilham Azizul Hag, DKkk., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di
Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.”, UNES LAW REVIEW Vol
6 No 2 (2023), Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i2

! Mohammad Kamil Ardiyansyah, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah
Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Jurnal
ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM Vol 14 No 2 (2020)
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yurisprudensi mahkamah agung, doktrin para hakim agung melalui
rumusan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) dan yang terakhir yaitu melalui
pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Dari beberapa literature review di atas, terdapat perbedaan
dengan judul peneliti yang penulis ambil, karena penulis berfokus
pada ratiolegis mahkamah agung dalam perubahan norma dalam
rumusan rapat kamar agama Surat Edaran Mahkamah Agung No 3
Tahun 2023 pada alasan perceraian perselisihan terus menerus dan

pertengkaran diikuti pisah tempat tinggal minimal 6 bulan

F. Kerangka teori

Ratio Legis adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal
budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan
hukum.? Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 sebagai sebuah
produk hukum atau perubahan hukum, maka harus dipahami juga
bahwa Ratio Legis hampir sama dengan pengertian hakikat hukum
yaitu merupakan intisari atau dasar dari adanya perubahan tersebut.

Sebelum masuk kedalam perlu pahami dahulu kerangka teori
hukum yang menyusunnya. Fokus penelitian ini adalah tentang Ratio
Legis perubahan norma alasan percerain yang ada dalam SEMA No 3
Tahun. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

memiliki ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada

22 Doni Budiono, “Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang
Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia”, Desertasi, (Surabaya :
UNTAG Surabaya 2020), 54
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cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri. Yang kemudian diterangkan dalam
penjelasan pasal 39 ayat(2).

Kemudian ada penambahan sebab alasan cerai dalam
Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak, dan
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.?®

Alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan
dan KHI dianggap terlalu luas pengartiannnya dikhawatirkan terjadi
ketimpangan putusan hakim satu dengan putusan hakim lain dalam
kasus yang sama, maka hal tersebut perlu diperjelas dalam peraturan
lain.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 A mengatur
bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan undang-undang. Mahkamah Agung memiliki wewenang
yang diberikan oleh undang-undang, salah satunya ada dalam antara
lain : Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung?*, disebutkan yang
mengatur MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal

yang belum cukup diatur dalam undang-undang.

2% Perpustakaan dan Layanan Informasi Pelayanan Publik, Mahkamah Agung
RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI, (Jakarta:
Mahkamah Agung RI), h 96

% Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
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Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut
sebagai fungsi pengaturan atau regelende functie MA.*® Dalam
konteks itulah, maka dapat dibaca bahwa produk hukum MA dapat
berupa peraturan MA, surat edaran MA, fatwa MA, dan surat
keputusan ketua MA.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengeluarkan
produk hukum yang bertujuan untuk melengkapi atau memperelas
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan
peradilan. Dalam konteks penelitian ini adanya Surat Edaran
Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 sebagai penjelas alasan
perceraian perselisihan terus menerus dan pertengkaran disertai pisah
tempat tinggal selama enam bulan.

Sebelum adanya SEMA No 3 Tahun 2023 ada beberapa
SEMA sebelumnya yang memuat tentang alasan perceraian dalam

rumusan rapat kamar agama.?®

G. Metode penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif. Yang mana dalam penelitian
normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,

konsep, analitis, perbandingan, dan historis yang dalam

% Henry P. Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-
Hari. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001) h. 143

26 Muhammad llham Azizul Haq, Dkk., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di
Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.”, UNES LAW REVIEW Vol 6
No 2 (2023): 6767
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penggunaannya dapat diambil beberapa saja atau digabung
semuanya menjadi satu. Sementara pendekatan yuridis normatif
sendiri yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti
bahan-bahan pustaka ataupun data-data sekunder sebagai
bahan dasar untuk dapat melakukan penelitian yakni dengan cara
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan
yang diteliti dalam penelitian tersebut.?’

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan historis. Penjelasan lebih
jelasnya dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, bahwa Pendekatan
Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
berkaitan. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang
dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-
konsep hukum yang ditrmukan dalam doktrin-doktrin maupun
pandangan para ahli. dan Pendekatan Histori adalah pendekatan
yang dilakukan untuk menelaah latar belakang dan pola pikir dari

ditetapkannya peraturan yang ada.?

" Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hh 13-14.

%8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Pranada
Group, 2007), hh. 95-98
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2. Sumber Bahan Hukum
Data Sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi
Bahan Hukum Priemer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan
Hukum Tersier.?®
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat
diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai
sumber utama dalam penelitian ini.*® Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : *
1) Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
2) Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia
3) Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4) Pasal 115 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

2% Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia,1990), h. 11

%0 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2007). h 141

31 Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia,1990), h. 11
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membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum
primer.? Dalam penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian,
buku, jurnal hukum, serta doktrin-doktrin dari kalangan ahli
hukum yang berkaitan dengan judul peneliti.
Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.®® Bahan hukum tersier
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum
dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh

melalui studi kepustakaan, ada tahapan yang penulis lakukan

dalam pengumpulan bahan hukum:

a.
b.

Inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

Mencatatat dan mengutip bahan hukum berdasarkan
klasifikasi sumber dan urutan bahan hukumnya.

Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan

masalah dan tujuan penelitian.*

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif dengan

menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk

membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan,

%2 Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, h 12

%% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Pranada
Group, 2007), h 141

3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press,

2020) hal 76
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yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya
sekaligus sebagai rekomendasi).*®

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.
Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau
memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang

seyogyanya atau seharusnya menurut hukum.

H. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab,
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengantujuan
agar pembahassan penelitian tersusun secara sistematis, adapun
sistematikanya adalah sebagai berikut;

1. BAB | Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB Il Landasan Teori, berisi tentang penjelasan teori Ratio
Legis dan alasan perceraian dalam hukum perkawinan di
Indonesia.

3. BAB Ill Hasil Penelitian, yaitu membahas surat edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Di dalamnya memuat
pembahasan tentang perubahan rumusan kamar agama tentang
perceraian, kedudukan SEMA.

% Meruy Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian
Hukum”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3.
(Maret 2006), h 94

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press,
2020) hal 71
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4. BAB IV Analisis Hasil Penelitian, yaitu membahas hasil
penelitian Ratio Legis dan akibat hukum perubahan norma alasan
perceraian akibat pisah tempat tinggal.

5. BAB V Penutup, yang menguraikan tentang hasil materi yang
telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan

dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas penulis menarik sebuah kesimpulan
sebagaimana berikut:

1. Ratio Legis perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA no 3
tahun 2023 mengacu pada asas mempersukar perceraian dan
perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai
dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdapat penambahan dan
perubahan redaksi yang menyebabkan dua ketentuan penafsiran
yang berbeda dari ketentuan dalam SEMA No 1 Tahun 2022.

2. Akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian dalam
SEMA no 3 tahun 2023 adalah hakim tetap harus meneliti bukti
secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan
memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Dengan adanya
pengecualian unsur KDRT sebagai opsi dikabulkannya perceraian
dengan alasan perceraian karena perselisinan dan pertengkaran,
maka hakim harus dapat memeriksa bukti-bukti yang dianggap

menyakinkan telah terjadi kasus KDRT.

B. Saran
Seharusnya dengan adanya perubahan norma alasan
perceraian dalam rumusan hukum kamar Surat Edaran Mahkamah
Agung No 3 Tahun 2023 yang merubah angka 1 huruf b poin 2
dalam SEMA No 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan
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alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus
menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6
(enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali
ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan
KDRT." Diharapkan Pengadilan Agama dapat menekan angka
perceraian dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan prinsip
mempersukar perceraian dan dapat pula menjadi salah satu bentuk

perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
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